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ABSTRAK

Isnaeni Safited, 2021, Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Di Badan Pendapatan Dacrah Kota Makassar. ( dibimbing oleh Muhlis
Madani dan Hafiz Elfiansya Parawu)
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BAB 1

PENDAHULUAN
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pendapatan dalam sektor pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar
oleh setiap warga negara (wajib pajak) kepada negara serta hendak digunakan
untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sama seperti ketentuan
dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah. Pajak daerah adalah juran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
organisasi pimpinan daerah dengan tidak adanya kompensasi langsung yang
berimbang yang dapat dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan




vang berlaku dan digunakan untuk mendanai penyclenggaraan pemerintahan

daerah dan pembangunan daerah.

Berbagai jenis pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan
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hahwa efektivitas
adalah suatu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya,maka
organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. menurut Soemitro
(1990:77) Intensifikasi pemungutan pajak adalah memaksimalkan berbagai
kebijukan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efesiensi
dan efektivitas penerimaan pajak dacrah, perbaikan sistem administrasi atau
peningkatan tarif pajak. dan memperbaiki sistem perpajakan daerah,




Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbanyak buat
pemasukan kas negara, dalam proses pemungutannya tidak sedikit mengalami
hambatan serta permasalahan. Permasalahan pemungutan PBB vang dihadapi

Daerah Kota Makassar dapat dikategorikan sudah cukup baik. Sejalan dengan
hasil penelitiannya Angga Surya Mahendra (2016) mengenai “Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam  Upaya
Peningkatan Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Kedin Provinsi Jawa Timur),
menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan
pajak bumi dan bangunan dalam upaya peningkatan pendapatan daersh di




Kabupaten Kediri, secara prosedur sudah sesuai aturan perundang-undangan
yang berlaku serta pelaksanaan tugas dengan baik. Penclitian Ade Rahma Putri
(2019) tentang “Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan

yaitu cara yang teluh ditentukan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi atau
lembaga dalam waktu yang relatif singkat agar tjuan yang telah ditetapkan
dapat tercapai schingga memperoleh hasil secarn maksimal. (3). Proses

Analisis dan Perumusan Kebijakan yang tepat, yaitu berkaitan dengan stategi
dan tujuan telah ditetapkan dan hendak dicapai yang artinya, kebijakan harus
menjembatani antara usaha dan tujuan pelaksanaan kegiatan operasional.
Dalam hal ini isi program telah disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan




yang dihadapi oleh kelompok sasaran. (4). Perencanaan Yang Matang, yaitu
memutuskan apa vang hendak dikerjakan sekarang dan dimasa vang akan

datang oleh suatu organisasi schingga perencanaan kebijakan dilakukan secara

akuntabilitas pelaksanaan scbuah kebijakan maupun program  diperfukan
Monitoring dan Evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan
dalam pelaksanaan program dan pelaksanaan program tersebut berjalan secara

efektif atau sesuai dengan tujuan program.

Yung apabila terpenuhi secara maksimal maks intensifikasi
pemungutan pajak bumi dan bangunan akan semakin efektif. Pihak PBB dalam




hal ini BAPENDA sebagai organisasi yang melaksanakan pengelolsan Pajak
Bumi dan Bangunan daerah yang berkoordinasi dengan masing-masing
kelurahan maupun kecamatan berusaha untuk memperoleh pemasukan pajak

sejauh mana pejabal pajak/jasa terkait menjalankan tugasnya sehagai promotor,
pelayan, dan pengawas. Ukuran vudisial adalah sejauh mana wajib pajak
membayar pajak.ndahnya tingkatan pemahaman warga dalam membayar pajak.

Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar menjadi bahan
pertimbangan bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam
memperhatikan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dan
sebagai salah satu bahan masukan bagi peneliti lain pada waktu yang akan




datang. khususnya yang berhubungan dengan efektivitas intensifikasi
pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Menariknya penelitian ini karena akan mendeskripsikan dan
menganalisis efektivitas inte jgutan pajak bumi dan bangunan
pada kantor Badan [ / \ ‘dengan menggunakan
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Berdusarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Makassar

vang dilansir oleh SindoNews.com Makassar;Rabu 02 Oktober 2019
menyebutkan, realisasi pencrimaan PBB tahun 2019 mencapai Rp.139.45
Milliar. Kepala UPTD PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota
Makassar, Adriyanto mengatakan realisasi penerimaan PBB sudah mencapai
64.86% atau berkisar RP 135,45 milliar jika dibandingkan tahun lalu vang




capaiannya hanya RP 130.12 milliar. Dari 15 kecamatan se-Kota Makassar
tercatat masih ada dua kecamatan yang pendapatan PBB-nya dibawah 50%

yakni kecamatan Tamalate dan kecamatan Manggala,
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3. Bagaimanakah pemanfaatan sumberdaya dan sarana prasarana sccara tepat
kegiatan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan
Pendapatan Daerah Kota Makassar?

4. Bagaimanakah ketersediaan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik
kegiatan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan
Pendapatan Daerah Kota Makassar?




khususnya yang berkaitan dengan efektivitas intensifikasi pemungutan
pajak bumi dan bangunan di kota Makassar.
2. Praktis




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

pungutan PBB dimulai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT). ) oleh Direkwur Jenderal Pajak, untuk biaya terutang (PBB).
kemungkinan timbul apabila SPPT diberikan bahwa Ketetapan yang
terutang tergantung pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
vang harus dibayar paling lambat setengah tahun sejak tanggal diterimanya

i1




SPPT. Bermacam-macam tugas tidak dapat diserahkan kepada pihak luar,
Pembagian manfaat PBB  menuntut  antara  pemerintah  pusat  dan
pemerintah terdekat untuk melakukan komitmen mercka dalam melakukan

dan bangunan (PBB-P2) p

Dari beberapa penelitian terdshuluy yang telah divraikan dapat
diketahui bahwa Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum
berjalan  dengan baik dikarenakan masih rendahnys tingkat kesadaran

masyarakan dalam membayar pajak.
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B. Konsep dan Teori
1. Konsep Sistem Keuangan Dacrah

Sebagaimana dinyatakan ofeh Mamesah (1995:16) “Dana daerah
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terdekat sangal penting bagi pemerintah (fokal), vang provinsi merupakan
bagian tak terpisahkan dari rekening negara.
1. Dasar Hukum Keuangan Daerah
Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi menjadi dserash-dacrah umum dan dacrah umum
dipisahkan menjadi aturan dan daerah perkotaan, yang masing-masing
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memiliki pemerintahan teritorial, vang dikendalikan oleh undang-
undang. . Selain i, Pasal 18A menjelaskan bahwa hubungan moneter.
administrasi publik. penggunaan aset reguler dan aset yang berbeda
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wilayah, penafsiran ini wajib dibedakan dengan penafiiran pemasukan
wilayah sebab tidak seluruh penerimaan ialah pemasukan wilayah.
Yang diartikan dengan pemasukan wilaysh merupakan hak
pemerintah wilayah yang diakui selaku peningkat nilai kekayan
bersih;

4) pengeluaran wilayah merupakan duit yang keluar dari kas wilayah.
Ketapkali sebutan pengeluaran wilayah tertukar dengan belanja




wilayah. vang diartikan dengan belanja wilayah merupakan kewajiban

pemerintah wilayah yang diakui selaku pengurang nilai kekayaan
bersih;

sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan,

Menurut Bastinn serta Soepriyantol 2002: 82- 82) menguak kalau
pemasukan wilayah merupakan arus masuk bruto khasiat ekonomi yang
mencuat dari kegiatan pemerintah satu periode yang menyebabkan
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peningkatan ckuitas serta bukan berasal dari pinjaman vang wajib
dikembalikan.
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1. Pendapatan Asli Wilayah.
1. Hasil pajak dacrah

2. Hasil retribusi dagrah
3, Hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan
4. Lai- lain PAD yang sah

2, Dana Perimbangan, ialah:
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UNiSHUN MAKASS AR
1. Unituk hasil pajok ataispon wntuk asil Bukan pajak )

2. Dana aloknsi umum

3. Dana alokasi khusus

Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, Pajak Air.

2) Retribusi Wilayah( semacam: Retribusi Pelayanan Keschatan,
Retribusi Konsumsi Kekayaan Wilayah, Retribusi Pasar Grosir
serta Pertokoan, Retribusi kelebihan Muatan, Retribusi
Perizinan Pelayanan serta pengendalian,)




3) Bagian Laba Industi Wilayah serta Hasil Pengelolaan

Kekayaan Wilayah Yang lain vang dipisahkan( semacam:
Bagian laba Bank Pembangunan Wilayah( BPD). Bagian [.aba

1) Untuk hasil pajak semacam: Pajak Bumi serta Bangunan(
PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah serta Bangunan(

BPHTB).




2) Untuk Hasil Bukan Pajak semacam: Sumber Dana energi

Hutan, Pemberian atas Mak Tanah Negen, Penerimaan iuran
cksplorasi.
3) Dana Alokasi Spesi

tahun anggaran bersngkutan yang kurangi kekayaan pemerintah wilayah™.

Menurut Halim{ 2002: 73) mengemukakan kalau:* Belanja wilayah
ialah wujud penyusutan dalam khasist ekonomi sepanjang periode
akuntansi dalam wujud arus kas keluar ataupun deplesi peninggalan,
ataupun terbentuknya utang yang menyebabkan berkurangnya ekuitas




dana, tidak hanya yang berkaitan dengan distribusi kepada para partisipan
ekuitas dana.”
Serta menurut Pemendagri Nomor. 59 Tahun 2007 tentang

oAb g

R

1) Belanja Langsung terdini dari:( belanja pegawai, belanja benda serta
jasa, belanja modal)

2) Belanja Tidak Langsung diklasifikasikan jadi:( belanja pegawai, bunga,
subsidi, hibah, dorongan sosial. belanja untuk hasil.  dorongan
keuangan, serta belanja tidak terduga).
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Struktur belanja bersumber pada Permendagri No 13 Tahun 2006
relatif berbedadengan struktur belanja bagi Kepmendagri No 29 Tahun
2002

5. Siklus Pengelolaan Keuangan Dagrul

S

-

Anggaran Pemasukan serta Belanja Wilayah.
4) Scbaliknya sesi keempat ialah penerapan anggaran  serta

pengukuran.

| 5) Serta sesi kelima ialah pelaporan atas penerapan anggaran yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran( LRA), Neraca, Laporan
Arus kas serta catatan laporan keuangan.
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Dalam PP Nomor. 58 Tehun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Wilayah dikatakan kalau Pemerintah Wilayah wajib membuat sistem
akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Wilayah, Sistem akuntansi

DPRD, laporan keuangan butuh ditilik terlebih dulu olech BPK.

Guna pengecekan ialah salah satu guna manajemen sehingga tidak
bisa dipisahkan dari manajemen keuangan wilayah. Berkaitan dengan
pengecekan sudah dikeluarkan Undang- Undang No 15 tahun 2004 tentang
Pengecekan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negeri. Ada 2




tipe pengecekan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negeri,
ialah pengecekan intern serta pengecekan ckstern.
Pengecekan atas pengelolaan keuangan wilayah dilaksanakan

- -‘ Bersumber pada ULID 1945,
' oleh Tubuh Pemeriksa

Menurut Andrian (2001:12) mendefinisikan efektivitas sebagai sebuah

pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah

ditetapkan  dalam pekerjaan tersebutdengan memberdayakan scluruh

potensi sumber daya manusia maupun sumber daya dana yang ada.
Menurut Steers (2004:166) mendefinisikan bahwa efektivitas secara

umum vaitu menunjukan bahwa sampai seberapa Juh tercapainya suatu




tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Steers juga menilai efektivitas
dilakukan berhasil mencapai tujuan yang layak.

=<t Sl
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dikatan telah berjalan secara efoktif.

Ukuran efektivitas datam sebush organisasi juga dapat dinyatakan
sebagai tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya.
Menurut Siagian (2008:77) terdapat 8 (delapan) ukuran efektivitas, yang
mengenai pencapaian tujuan efekrif atau tidaknya, yaitu:

]




1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai yaitu, dalam hal ini hendaknya

kebijakan agar dilakukan untuk mencapai tujuan.

5. Penyusunan program yang tepat yaity, diperlukannya scbuah rencana
yang baik dan dalam berbentuk kebijakan pelaksansan yang tepat,
karena apabila tidak teput nantinva para pelaksana akan kurang
memiliki pedoman bertindak dan bekerja.




-

6. Pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasaruna Kerja vaity, tersedianya

sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi
adalah kemamapuan bekerja secara produktift. Dengan sarana dan

indikator efektivitas organisasi yakni :

I. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

2. Keberhasilan startegi pencapaian tujuan.

3. Pemanfaatan sumberdava dan sarana prasarana secara tepat.
4. Ketersediaan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik.




27

lebih sesuai dengan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan,
jadi semakin ke 4 indikator diatas dapmt terpenuhi secarn maksimal maka

intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunaan (PBB) akan semakin

Sterss dalam Tangkilisan (2005) mengungkapkan ada lima kriteria
dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:
1. Produktivitas
Ketika sebuah perusahaan dapat memproduksi sesuatu secara massal
untuk perusahaan dan membawa hasil atau manfaat bagi perusahaan. Dan
juga dapat menciptakan keuntungan yang besar bagi perusahaan.




Ketika setiap eclemen dalam perusahaan, seperti  karyawan,
supervisor, manajer, dan CEQ, dapat beradaptasi dengan baik. Selain itu,

e

o\

daya manusia yang digunakan untuk proses produksi dan penjualan.
Sumber daya vang baik akan menghasilkan produk yang berkualitas.
Dimana hal it akan sangat menguntungkan bagi perusahaan, Olch
pencarian sumber daya.
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Sharma dalam Tangkilisan (2003) mengemukakan bahwa mengukur
efektivitas organisasi memerlukan pertimbangan beberapa hal. yaitu:
|. Beradaptasi dengan perubahan Karyawan dapat dengan mudah

...,; Q‘J ﬁ?‘ P;KASS{,

£\ A,
W “":9;

dilaksanakan, melalui peningkatan efesiensi dan efektivitas penerimaan
pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak,
dan memperbaiki sistem perpajakan dacrah, Menurut Kustiawan (2010:
40) Upaya imensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan.aspek
ketatalaksanaan, dan aspek personalianya,yang pelaksanaannya melalui
kegiatan sehagai berikut:




a. Penyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola
pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), berikut
perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu

Fs A A
.\'ﬁ":‘:\:\‘\ .'-""'-"' frw
g dan waji

=)
g

perpanjangan wajib pajak.
Menurut (Surat Edaran DIP SE-06/P1.9/2001) tentang Pelaksanaan

Pemekaran WP dan Pengurangan Pemungutan Pajak. Intensifikasi adalah
pengoptimalan kegiatan pemungutan dan pengeloluan pajak berdasarkan
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hasil intensifikasi Wajib Pajak atas objek dan subjek perpajakan vang
telah terdaftar atau terdafiar dalam pengelolaan DJP. Tujuan kontrak

pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan intensitas penerimaan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pengertian Pajak
Beberapa ahli mendefinisikan pajak sebagai berikut:
Menurut Mardiasmo (2004:1), perpajakan adalah juran rakyat
kepada perbendaharaan  negara  sesuai  dengan  undang-undang
(enforceable) dengan tidak menerima jasa timbal balik yang dapat
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langsung ditampilkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum
(berlawanan dengan prestasi).

Menurut Waluyo dan llyas (2003:4) pajak adalah pembayaran yang

i
Z

menyediakan dana bagi rumah tangga milik negara, dan juga merupakan
sumber utama pencrimaan negara, vang digunakan untuk mendanai
1. Jenis Pajak




Menurut prinsip pemungutan pajak, Indonesia teleh menclapkan
berbagai jenis pujok untuk membedakan satu jenis pajak. Pajak dapat
dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu (Mardiasmo):
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1. Pajak Pusat
Ini adalah pajak yang dipungut olch pemerintah pusat dan
digunakan untuk mendanai rumah tangga milik negara,
2, Pajak daerah




Ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk mendanai keluarga lokal.

3. Teori Pemungulan Pajak
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sosial, kesehatan, dll. Bahkan orang miskin dibebaskan dari pajak
sehingga penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak
kepada negara yang sctia kepada negara.




4. Teori metode bantalan (bearing method theory), yung mengemukakan
bahwa dalam hal pemungutan pajak, pemerintah memperhatikan daya

dukung wajib pajak

5. Teori metode pembelian,

lapisan yaitu mercka memiliki, menguasai atau mengambil manfaat dari

bumi dan bangunan selaku subjek pajak.

Ciri-ciri (Mfficial Assessment System:
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fiskus ialah pemerintah( kantor pajak).

2) Wajib pajak bersifat pasif.




3) Utang pajak mencuat schabis dikeluarkan pesan keletapan pajak oleh
Tiskus.

b Self Assessment System

e 55 po .MUHA-J‘.&-:- -

¥

Selain beberapa cara pemungutan pajak yang diutarakan di atas,
dalam buku Mardiasmo (2011:15) dijelaskan bahwa dalam pemungutan
pajak dilarang diborongkan. Schingga, tiap wajib pajak harus
membayar pajak yang terutang bersumber pada pesan ketetapan pajak
ataupun dibavarkan sendiri oleh harus pajuk bersumber pada peraturan
perundang- undangan perpajakan. wajib pajak yang penuhi kewajiban
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MILIK PERPUSTAKAAN
| UNISMUH MAKASSAR
Wilivah-dibayar-deagan. |

perpajakan bersumber pada ketetapan Kepala
memakai Pesan Ketetapan Pajak Wilayah( SKDP) ataupun dokumen
lain yang dipersamakan berbentuk karcis serta nota perhitungan.

ditanam ataupun dilekatkan secarn senantiasa pada tanah serta/ ataupun
perairan. Sebab itu jalur raya, jembatan, gedung- gedung, pabrik seria
sebagainyn yang dilekatkan secara senantiasa serta utuh pada tanah
serta/ ataupun perairan jadi objek pajak Bumi serta Bangunan,
Menurut  Soemitro  (20006:1) Pajak Bumi serta Bangunan
merupakan pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak. oleh karena itu




yang dipentingkan merupakan objeknya serta oleh sebab itu kondisi

ataupun status orang ataupun badaan yang dijadikan subjek tidak berarti

serta tidak pengaruhi besarnya pajak, hingga diucap pula pajak objektif.
Menurut Siti dan ElPajnk Bumi serta Bangunan

merupakan pajak ye
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merupcan pejak yang SERTE &
serta bangunan yang hasil penerimaannya ditunjukan kepada warga
didacrah yang bersangkutan,

Namun scbagimana sudah dirubah dengan UL Nomor, 28/ 2009
tentang pajuk wilayah serta retribusi wilayah yang baru, Pajak Bumi serta
Bangunan saat ini ialah Pajak Wilayah yang 100% penerimaannya hendak
diterima oleh Wilayah yang bersangkutan. Dimana sepanjang ini PBB
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ialah pajak pusat. tetapi nyaris segala penerimaannya diserabkan kepada
wilayah. Buat tingkatkan akuntabilitas pengelolpan kevangan wilayah,
spesial PBB zona perdesaan serta perkotaan dialihkan jadi pajak wilayah,
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¢, Pemanfaatan
d. Keadaan area serta lain- lain
Dalam memastikan klasifikasi bangunan dicermati faktor- faktor
selaku berikut:
a. Bahan yang digunakan
b. Rekayasa




¢. Keadaan area serta lain- lain
Schaliknya bangunan merupakan konstruksi metode yang ditanam
ataupun diletakkan secara senantiasa pada tanah serta ataupun perairan(
Waluyo, 2005: 144),

Pajak Bumi serta

Berikutnya uraian dari pasal 77 ayai( 2), menguraikan lebih lanjut
menimpa penafsiran bangunan jadi objek PBB merupakan:
glﬂmmynqgmlﬂnkdahmmm komplek bangunan semacam

hotel, pabrik, serta lain- lain yang ialah sesuatu kesatuan dengan
lingkungan bangunan tersebut
b. Jalur Tol
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tiap wajib pajak.

4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Menunit Undang- Undang No 28 Tahun 2009 Subjek Pajak Bumi
serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan( PBB- P2) merupakan orang
individu ataupun Tubuh yang secara nyata memiliki sesuatu hak atas Bumi




serta mendapatkan khasial atas Bumi. serta mempunvai, memahami,
ataupun mendapatkan kKhasiat atas Bangunan,
‘Menurut Mardiasmo( 2011: 316) yang jadi subjek Pajak Bumi serta

bersumber pada Pesan Tagihan Pajak( STP) merupakan selaku berikut:

|. Pelunasan/ pembayaran pajak bersumber pada SPPT Pajak yang
terutang bersumber pada SPPT wajib dilunasi selambat lambatnya 6
bulan semeniuk bertepatan pada diterimanya SPPT oleh harus pajak.

2. Pelunasan/ pembayaran pajak bersumber pada SKPKB Pajak yang
terutangberdasarkan SKPKB wajib dilunasi selambat lambatnya satu
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bulan semenjak bertepatan pada diterimanya Pesan Ketetapan Pajak
oleh harus pajak.

3. Pelunasan/ pembayaran pajak bersumber pada STP Pajak Bumi serta

6. Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Dasar pengenaan pajak merupakan Nilai Jual Objek Pajak( NJOP)
yang besarnya diresmikan sepanjang 3 whun sekali olch Menteri
Keuangan, kecuali bumt wilayah tertentu diresmikan sepanjang 3 tahun
sekali cocok dengan pertumbuhan daerahnya.




Penafsiran Nilai Jual Objek Pajuk( NJOP) cocok dengan UUPBRB
merupakan hargn rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjalin secara normal, serta apabila tidak ada transaksi jula beli, Nilai Jual

lain yang sejenis ataup gmtaupun Nilai Jual Objek

o 5 MUHA\'\

¢. Dalam perihal ini objek pajak yangnilai jual permeternya lebih besar
dari syarat Nilai Jual Objek Pajak( NIOP) yang terjalin di lapangan
digunakan selaku dasar pengenaan PBB

d. Objek Pajak sector Pedesaan serta Perkowan yang bertabiat spesial,
Nilai Jual Obek Pajaknya didetetapkan bersumber pada nilai gejala rata-
rata vang diperoleh dari hasil evaluasi secara massal.
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¢. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak( NJOP) sector perkebunan, kehutanan,
perairanuntuk  areal penciptaan  serta/ ataupun arcal penciptaan

Makassar untuk mengetahui Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan,dimana masih didapati beberapa permasalahan seperti masalah
minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak. masalah
kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan
membayar pajak kepada negara, schagaimana yang terjadi di lapangan,masih
banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih




rendahnya partisipasi masyarakal dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan
vang menjadi kewajibannya.
Penelitian tentang Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi
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4. Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang

|

Tercapainya Ffektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Gambar 1. Kerangka pikir
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D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Efektivitas Intensifikasi Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, sesuai

Bagaimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merencanakan
strategi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan agar pencapai suatu
stategi dapat dikatakan berhasil.

3. Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana secara tepat
Bagaimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memanfaatkan

sumber daya vang telah disediakan dengan sebaik mungkin. Dengan sarana




dapat dikatakan efektif.
4. Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang baik

" //frmu'u\\
‘900‘ N ¥
Sx

4
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METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi
elitian ini kurang lebih

apabkn dari pererintah
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dan DJIP telah menetapkan pada tahun 2011 bahwa pajak dan retribusi daerah
dapat dimaksimalkan secara tepat untuk meningkatkan PAD Makussar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penclitian kualitatif  untuk
memudahkan penulis mendapatkan data yang objekif dalam rangka
mengetahui dan memahami Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi
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Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif alasan peneliti
menggunakan jenis penelitian ini karena dimana penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan, mencatat, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi di
lokasi penelitian dengan fakta yang ada'dy |

C. Sumber Data

1. Data ---/. &g- “\AMSS,q -vo \\'ﬁ
<. ‘e ""L \‘n, 1,“,! rf,/ . | 5
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2. Datasek + "I

b). Staf bagian Unit Pelaksana Teknis Dacrah PBB BAPENDA Kota

Makassar
2). Wajib Pajuk
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian. menggunakan: 1)
Wawancara, 2) Dokumentasi, 3) Observasi
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1. Wawancara
Dilakukan guna memperoleh data primer tentang bagaiman
Efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan

ersifat nilai. makna, dan

(11 1INL

yang terkait dengan efektivitas Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan di BAPENDA kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif di
lapangan Model interaktif’ Miles dan Huberman (1992:20). Analisis terdiri dari
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tiga alur kegiatan vang terjudi secara bersamaan yaitu: (1), reduksi data (data
reduction). dengan merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema
dan pola dari data; (2) penyajian data (data display). menyajikan datw yang

Gambar 2 Mode) Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (1992:20)

G. Pengabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang
valid. Unmuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan uji keabsahan data menurut Sugiyono (2014:267) dalam penelitian
Kkualitatif vaitu meliputi :




-

4. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai

memeriksa data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda pada

dianalisis dan penafsiran data.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir  kebijakan  bidang
Pendapatan dacrah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah di Kota Makassar.
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Dalam kurun waktu 7 tahun tepatnya di tahun 2016 Dinas
WMMMWMMBMEBM

Pendapatan Dacrah Kota Makassar yang sekarang dikenal dengan

4. Penyusunan/revisi peraturan daerah

5. Mmm;hmmmhlundnnpmmmptmmm
6. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

7. Lakukan penilaian secara berkala

8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan




9. Memperkuat  konsultasi, pelayanan  dan  pengawasan  untuk
meningkatkan kesadaran wajib pajak
3, Struktur Organisasi BAPENDA Kota Makassar

BAPENDA yang Dipimpi 'A\ 1 instansi di bawahnya, dan
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3) Mengembangkan dan mengendalikan pelaksanaan rencana dan
kegiatan di bidang kesekretariatan dan pendaflaran dan pendataan,
departemen perpajakan dacrah dan koordinasi. pengawasan dan

perencanaan daerah;
4) Menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana  kerja
(RENJA), indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja dan




anggaran  (RKAYRKPA,  dokumen  pelaksanaan  anggarun
(DPA)DPPA dan kesepakatan kinerja organisasi (PK);
3) Mengkoordinasikan dan merumuskan segala bentuk bahan laporan

pendapatan daerah lainnya:

10) Mengelola dan memungut pajak hotel, pajak hiburan, pujak restoran,
pajak parkir, pajuk reklame, pajak lampu jalan. pajak pertambangan
dan pengolahan mineral bukan logam, pajak air tanah, pajak sarang
burung walet, pajak bumi dan bangunan. pajak pelayanan




administrasi. dan perolehan hak atas tanah konstruksi. serta
pajak/penghasilan dacrah dan pajak dacrah lainnya,
11) Perencanaan dan pengendalian teknis operasi pengelolaan keuangan,
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

18) Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;

19) Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;

20) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota
melalui sekretaris daerah:

31) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota.




2. Sekretariat
Sekretariat Badan Pendapatan Dmah.{BAPENDA} Kota Makassar
dipimpin oleh Sekertaris, yang Bertanggung jawab untuk mengkoordinir

Personalia vang Menyeluruh;
(RKAVRKPA, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/sekretariat
DPPA:

5. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/sekretariat DPPA;




6. Mengkoordinasikan berbagai bidang dalam penyusunan rencana
strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA), indikator kinerja

utama (IKL/), rencana kerja dan anggaran (RKA)RKPA, dokumen

dan urusan kehumasan, dokumentasi serta protokoler tubuh:

11. melakukan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan dan
mendistribusikan fasilitas serta prasarana di lingkup tubuh;

12. mengevaluasi penerapan tugas serta menginventarisasi kasus di
lingkup tugasnya dan mencari alternatif pemecahannya;




13, menckuni, menguasai serta melakukan peraturan  perundang-
nndan_gm yang berkaitan dengan lingkup tugasnya selaku pedoman
dalam melakukan tugas;

rancang bangun dan p
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.Bidang pendafiaran
dan Pendataan terdiri atas:
a. Subbidang Pendataan Wilayah [;
b. Subbidang Pendataan Wilayah 1L
. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.




Adapun uraian tugas dari Bidang Pendaftaran dan Pendataan adalah
sebagai berikut:
1) merancang, menyusun serta melakukan program serta aktivitas Bidang

penyusunan informasi dats wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

§) melakukan penyusunan keputusan dan penetapan wajib pajak baru dan
perubahan wajib pajak lama, penomoran dan pemberian nomor kohir
serta pemberian NPWPL:




9) melaksanakan pembinaan dan pengendalian sistem manajemen

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok yaitu untuk
membantu Kepala Badan dalam melaksanukan pelayanan administrasi

pemungutan, penagihan, penctapan, keberawn, pembukuan, verifikasi
dan pelaporan, penagihan pajak | meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral
Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Parkir dan penataan
obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah. terdini atas :




a. Subbidang Restoran, Minerba dan Burung Walet;
b. Subbidang Reklame dan Retribusi Daerah:
¢. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi

Obyek Pajak Reklame dan retribusi wilayah;

5) mengevaluasi penerapan tugas serta menginventarisasi kasus di
lingkup tugasnya dan mencari alternatif pemecahannya;

6) menekuni, menguasai serta melakukan peraturan  perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya selaku pedoman
dalam melakukan tugas:




7) membagikan anjuran serta pertimbangan teknis kepada atasan;
8) membagi tugas, berikan petunjuk, memperhitungkan serta
mengevaluasi hasil kerja bawahan supaya penerspan tugas bisa

Adapun uraian tugas Bidang Pajak Daerah 1l adalah scbagai
berikut:

1) merancang, menyusun serta melakukan program serta aktivitas
Bidang Pajak Wilavah 11
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2) menghimpun serta menyusun bahan Rencana Kerja serta Anggaran(

RKA)Y RKPA. Dokumen Penerapan Anggaran( DPA) DPPA
Bidang Pajak Wilayah II;

mengevaluasi hasil kerja bawahan supays penerapan tugas bisa
berjalan mudah cocok dengan syarat yang berlaku;

9) mengantarkan laporan penerapan tugas serta/ atsupun aktivitas
kepada atasan;

10) melakukan tugas kedinasan yang lain yang diberikan aleh atasan.




6. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Bidung Koordinasi, Pengawasan dan Perencaan dipimpin langsung

oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu
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3) mengoordinasikan, mengawasi serta mengatur penerapan Dokumen
Penerapan Anggaran( DPA)/ DPPA Bidang Koordinasi. Pengawasan
serta Perencanaan;

4) melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi, penindakan,
pengenaan sanksi, keberatan, banding, penyitaan, pengusulan lelang
peninggalan, serta perencanaan sasaran pemasukan wilayah:




5) menyelenggarakan pengecekan Kepatuhan serta kepatutan terhadap
obyek serta subvek pajak wilayah serta retribusi wilavah terhadap

tunggakan pajak serta retribusi wilavah buat berikutnya diproses

berjalan mudah cocok dengan syarat yang berlaku:
12) mengantarkan laporan penerapan tugas serta/ ataupun aktivitas
13) melakukan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dacrah (UPTD), seperti :







4. Unit Pelaksana Teknis Dacrah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kota Makassar
UPTD Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi pusat
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pajak bumi dan bangunan.

4. Melaksanakan penyulubian dan penagihan dan membantu melaksanakan
pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan obyek dan subyek pajak
bumi dan bangunan.

S. Melaksanakan pengadaan/penyedinan, pengaturan, penyimpanan dan
distribusi peralatan seria barrang kebutuhan UPTD PBB.




6. Melakukan  pengelolaan,  pengawasan,  dan  pengendalian

¢  Petwsolann b
d. Pengagendaan dan pengarsipan surat
¢. Pengelolaan keamanan

f. Pengelolaan kebersihan

g Pengelolaan pramu kantor
3. Jabatan Fungsional, terdin dan
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Visi UPTD PBB:

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pajak Berbasis Teknologi;
2. Menerapkan Layanan Perpajakan yang Transparan sesuai dengan

2. SOP Pembayaran Pajuk Bumi dan Bangunan (PBB)

Mekanisme pembayaran PBB adalah pertama. Wajib Pajak dapat
menerima Surat Pemberitahuan (SPPT) di lokasi Unit Pelayanan Pajak
Komprehensil Dacrah yang biasa disebut UPPTD, kemudian Wajib Pajak
akan membayar pajak di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan
ketentuan yang herlaku. SPPT. lokal. Metode pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang digunakan oleh Biro Pajak Daerah Makassar




dapat dipilih oleh Wajib Pajak, yaitu dibayar melalui kantor POS dan
dapat dibayar secara online melalui anjungan tunai mandiri (ATM), PBB

yang saat ini beroperasi di bank tersebut membayar ke Biro Pajak Daerah
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dalam mengintensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan. Berikut
beberapa indikator yang menjadi pokok bahasan dalam mengintesifikasi
pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

I. Ketercapaian Tujunn dan Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran kegiatan dalam
pemungutan pajak bumi dan bangunan perlu dipahami dan diketahui
bagaimana Pajak bumi dan bangunan yaitu salah satu pajak negara yang




78

sistem Pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk
meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak  dalam  hal Surat
Pemberitahuan  (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak
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5. Aspek Disposisi / Sikap
Merupakan suatu hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan
dalam strategi pengelolaan PBB yang ada di Badan Pendapatan
Dacrah Kota Makassar, Hal tersebut erat kaitannya dengan
kecakapan dalam melaksanakan kebijakan dan adanya komitmen

yang dimiliki oleh pelaksana program. mengenai disposisi atau sikap
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vang di ambil tentu adanya kesepakatan dan komitmen terlebih dahulu

vang dibangun sehingga semua jajaran menerapkan semua unsur-unsur
yang ada dalam penerapan kebijakan pembayaran PBB, schingga semua

negara khususnya penerimaan dari sekior pajak bumi dan bangunan.
Proses pengelolaannya yaitu sebagai berikut:
a) Pendafiaran
Seperti yung dikatakan oleh Kepala Tata Usaha UPTD yang
mengatakan bahwa;




“Mengenai masalah intensifikasi pajak bumi dan bangunan Badan
Pendapatan Daerah Kota Makassar bekerja sama dengan pihak
kecamatan dan kelurahan schubungan dengan pendataan-pendataan
khususnya PBB, dalam hal ini perkembangan-perkembangan bumi
dan bangunan vang akan dikenakan pajak agar pihak kelurahan

emibangan  setiap bulannya misalnya

diinginkan melalui pemungutan pajak, dari berbagai jenis pajak yang
dipungut oleh negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajuk Bumi dan Bangunan, Pajak
Hotel. Pajak Restoran. Pajak Hiburan, dan lain-lain. Pajak bumi dan
bangunan merupakan pajak potensial dalam memberikan kontribusi yang
besar terhadap penerimaan kas negara.

b. Penilaian Objek PBB
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adalah kegiatan penentuan nilai ekonomis atas suatu properti atau
NJOP (nilai jual objek pajak) vang akan dijadikan dasar pengenaan
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Hasil wawancara dengan Staf Rekonsiliasi bagian pencrimaan dan
pelaporan UPTD PBB mengatakan bahwa;

“peneiapan SPPT dilakukan pada saat sebelum penetapan PBB
untuk tahun berjalan jadi kita cek satu persatu informasi terkait
pembaritahuan pajok terhutang (SPT) apakah telah terisi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku (Hasil wawancara, pada tanggal
11 Januari 2021)".
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Sesuat dengan hasil wawancara diatas bahwa hal vang
dilakukan oleh Bapenda untuk menentukan penctapan seperti
NJOP,SPPT DAN SKPD Bapenda melakukan penetapan SPPT pada
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pelaporan UPTD PBB juga menambahkan bahwa:
“indikator yang menentukan jumlah wajib pajak meningkat yaitu
indikatornya adalah zona nilai jual tanah jadi semakin tinggi nilai
jual tanah pada lokasi tersebut maka makin besar nilai PBB yang
ada (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".
[ari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPTD PBB

selaku pemerintah dalam menetapkan wajib pajak dan menentukan jumish




wajib pujak dapat dilihat dari jumlah besaran tetapan pujak dari objek
yang dimiliki oleh wajih pajak dan zona nilai jual tanah.

2. Keberhasilan Strategi Pencapaian
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perilivg vofuk dlbaym'ka:m cilsl ade'talam pecatorn VI,
Perwali, dan peraturan pemerintah lainnya terkait PBB seperti itu
vang kami lakukan di Bapenda (Hasil wawancara. pada tanggal 11
Januari 2021)".
Dari penjelasan informan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan
bahwa Bapenda melakukan banyak cara atsu strategi agar tercapainya

tujuan yang diharapkan seperti bekerja sama dengan pihak camat.lurah,




RT dan RW. Serta Bapenda mengadakan sosialisasi pajak baik melalui
media sosial maupun turun langsung ke masyarakat.

Hal ini juga ditambahkan oleh Staf Rekonsiliasi Penerimaan dan

pajak itu dlgumkm wﬂuk apa'? Sehmgn pem‘mg untuk ba}'m' setiap
tahunnya schingpa hasil pemungutan pajak yang kami lakukan it
sifatnya untuk kepentingan bersama yang sifatnya umum seperti
untuk memperbaiki infrastruktur untuk masyarakat, memperbaiki
bangunan sekolah untuk bisa dinikmati siswa/siswi dengan nyaman
dan aman, membantu program-program keschatan itu juga untuk
kenvaman masyarakat jikalau melakukan pelayanan keschatan dan
lain-lain ity semua demi masyarakat juga jadi intinya pajak itu
penting untuk dibayarkan seperti itw. Selain itu pajak dinilai sangat
penting apalagi telah diatur dalam UU tentang pajak bumi dan
bungunan, kami selaly aparatur birokrasi  wajib  melakukan
pemungutan pajak kepada wajib pajak karena kami ingin masyarakat
tetap patuh pada peraturan pemerintah yang telah diatur, kami juga




ingin masyarakat dapat melakukan bayar pajak dengan baik dan
tepat wakitu agar pemerintah juga tidak sering mengeluarkan surat
permintaan bayar pajak alau surat peringatan pada wajib pajak.
Karena salah saw kendalanya yaitu kepatuhan wajib pajak yang
seringkali terlambat muhkukm pembajw pajak hal ini kami

] arkan surat peringatan pada wajib

Kota Makassar vang mengatakan bahwa:

“sehubungan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan kami
di Bapenda menggunakan sumber daya manusia, dalam hal ini
seluruh stakeholder di Bapenda Kota Makassar bahwa sangat
diwajibkan untuk selalu mengingatkan dan menyampaikan untuk
seluruh masyarakat agar melakukan pembayaran pajak setiap
tahun. sedangkan untuk sarana dan prassrananya itu seperti
baliho, ada video trone, trone Kita punya itu dari pemerintah dan
punya orang-orang swasta yang bekerja sama dengan kami untuk
membantu kami dalam hal iklan terkait wajibnya kita scbagai
masyarakat atau wajib pajak untuk mnbnynr pajak  setiap
whunnya. Dan Kkarena virus corona saat ini kita lebih ke




menpgunakan media social untuk menyampaikan pesan kami ke
masyarakal untuk membayar pajak seperti itu (Hasil wawancara,
pada tanggal 11 Januari 2021)".

Hasil  wawancara Informan menunjukkan  bahwa Bapenda

social untuk menyampaikan pesan pemerintah terkait wajibnya masyarakat
untuk membayar pajak setiap tahunnya.
4. Ketersedinan system pengawasan dan pengendalian yang baik.
System pengawasan dan pengendalian yang baik dilakukan dengan
cara menyediakan berbagai strategi bagaimana Bapenda Kota Makassar
melakukan pemungutan PBB agar sifatnya tidak memuaksa masyarakat
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untuk membayar pajak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Taw Usaha
UPTD di Bapenda Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“berbicara mengendai pengawasan dan pengendalian sebenarnya
PBB sendin itu punya punishment untuk masyarakat yang tidak
melakukan pmnbayarm ada denda sebesar 2%

hur tempo, jadi kalau tidak
pulan, berarti dendanya it

‘h.u....__

I Jfﬁmn"\%

Sehubungan dengan pemnyataan diatas [nforman yaitu Staf
Rekonsiliasi dan Penerimaan Laporan UPTD PBB juga menambahkan
hahwa:

“BAPENDA selalu terbitkan surat Teguran pada bulan Mei, Juni,
Juli unuk wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak
PBB sedangkan untuk bulan Januari — April kita cuma lakukan
himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.
Nanti kita sudah berikan surat himbauan sebanyak 3 kali dan masih
saju diabaikan baru kita berikan surat teguran scbanyak 3 kali dan




kalau masih diabaikan oleh wajib pajak baru Kita berikan surat
teguran paksa. teguran paksa itu bisa berupa pada penyitaan atau
pencabutan izin (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari
2021)",

Dari hasil wawancara diaslas dapat disimpulkan bahwa terkait

alalu terbitkan surat teguran

faktor penyehab yang muncul contohnya masyarakat kurang
mampu untuk membayar PBB, tanah milik warga yang menjadi
sengketa, tanah milik warga yang sedang bermasalah dengan yang
lain, atau sementara dalam proses pembangunan dan masih banyak
lagi faktor penyebab lainnya sehingga PBB mengalami penurunan
yang sangat pesat. Selain itu masyarakat yang melakukan
pembavaran PBB-nya adalah masyarakat yang betul-betul sadar
akan pentingnya PBB dan masyarakat vang butuh PBB untuk
urusan Administrasi. Schingga jika berbicara mengenai efektivitas
dalam PBB di Bapenda itu semua tergantung dari keadaan ekonomi
dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, jika berbicara dawa rata-
rata masvarakat yang membayar PBB itu hanya sekitar 75-80%
pertahunnya. Ditshun 2019 saya katakan target Bapenda




tanah (Hasil Wawancara dengan Ibu N, pada tanggal 28 Januari

2021)".
Selanjutnya salah satu wajib pajak juga menambahkan bahwa:
“Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB saya terima dari
Ketua RT, kemudian pembayarifinya dilakukan dikantor POS atau
hisa juga dibayar di b njuk dalam SPPT yang diterima
i 4. - 28 Januari 2021)",
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masuk sekolah pasti minta PBB dan pembayaran terakhimya. urus surat

keterangan tidak mampu juga minta PBB dan sebagainya.
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Tingkat efektivitas pengelolaan dan pemungutan pajak bumi dan
bangunan dapat diukur dari cara yaitu membandingkan target pajak PBB
dengan realisasi penerimaan pajak PBB dalam tahun yang sama. Terkait

kontribusi atau persentase yang cukup besar terhadap penerimaaan pajak
daerah Kota Makassar. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan hasil

penerimaan Pajak PBB dengan baik akan tetapi dari whun 2016 — 2019
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Tabel 8. Penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2015 - 2019 di
Kota Makassar
No | Tahun Target Realisasi Yo Kriteria

1. | 2015 | 122.000.000.000 | 14483 11830% |  Sangat

2016

&
1 Sckunder JPTD PHB Badan Pendapatan Daer. i Makas
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sebesar 118.30%, hal ini dapat dikatakan bahwa hasil penerimaan pajak
bumi dan bangunan di Kota Makassar pada tahun 2015 sangat efektif.
Namun pada tahun 2016 — 2019 tingkat keefektivan dalam realisasi
penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) menurun secara drastis
dengan tingkat efektivitas sebesar 102,79% pada tahun 2016, 97.67% pada
tahun 2017, 95,11% pada tahun 2018 dan 76,08% pada tahun 2019.




Berdasarkan data sekunder dari tabel diatas hasil analisis efektivitas
penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Makassar dari tahun
2015 -2019 dapat dikatakan belum cukup efektif dilihat dari rata-ruta
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bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajuk daerah, yaitu untuk
mencapai suatu Wwjuan dan sasaran kegiatan dalam pemungutan pajak bumi
dan bangunan perlu dipahami dan diketahui hagaimana pengelolaan pajuk
bumi dan bangunan agar dapal meningkatkan pendapatan negara khususnya
pada sektor pajak bumi dan bangunan.

Proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut:




1. pendafiaran
2. penilaian objek pajak

3. penetapan
4. pendataan

ketercapaian tujuan dan sasaran kegiatan yakni Intensifikasi Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
telah memiliki konsep tujuan dan sasaran kegiatan yang jelas yaitu agar
tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan adalsh membuat komitmen dengan
seluruh Stakeholder yang terlibat seperti Camat, Lurah, RT, dan RW bahwa




program ini ( Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan) harus
tercapai secara maksimal agar hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat
(kebaikan bersama) skan tetapi dalam UPTD PBB Bapenda dalam
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seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
tersebut.

Keberhasilan strategi  pencapaian tujuan yaitu cara yang telah
ditentukan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi atau lembaga dalam
waktu yang relatif singkat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai




Keberhasilan  strategi  pencapaian  dalam  mengintensifikasikan
pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota
Makassar yaitu tentunya dibutuhkan schuah strategi yang benar-benar akurat
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dan Bangunan memang terealisasikan dengan baik seperti sosialisasi terkait
pajak PBB melalui sosial media seperti iklan dapat Kita jumpai dipapan
iklan dijalan - jalan yang ada di Kota Makassar mengenai pentingnya
membayar pajak bumi dan bangunan (PBB),

Berdasarkan hal tersebut, maka dari i disimpulkan bahwa
keberhasilan pencapaian tujuan dalam intensifikasi pemungutan pajak bumi
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dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat dikatakan
berhasil dikarenakan BAPENDA selaku Stuakeholder dalam pemungutan
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3, Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana Sceara Tepat
Secara etimologi (hahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk
mencapai tujuan dalam suatu organisasi sedangkan sarana berarti alat
langsung untuk mencapai tujuan organisasi, jadi dapat disimpulkan dari
pengertian diatas bahwa saran prasarana merupakan suatu alat bantu atau
pendukung yang digunakan dalam sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan




yang telah direncanakan, dimana sarana dan prusarana yang ada bisa
berbentuk suatu komponen yang secara langsung maupun tidak langsung

menunjang jalannya proses sebuah program kegiatan untuk mencapai tujuan

L aspek terpenting dalam

sumberdaya & sarana prasarana secara tepat telah  dikalukan olch

BAPENDA sclaku Stakeholder Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan dengan menggunakan sumberdaya manusia yakni seluruh
Stakeholder di BAPENDA khususnya UPTD PBB, untuk sarana dan
prasarana BAPENDA menggunakan baliho, drone dam media sosial untuk

menyampaikan kepada masyarakat pentingnya membayar pajak.




Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan

sumberdaya dan sarana prasarana secara tepat dalam intensifikasi

pemungutan pajak bumi dan bangunan telah dilakukan oleh BAPENDA

membayarkan pajaknya.
4. Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Yang Baik
Menurut Siagian (dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen
1978:77) dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan sebush kebijakan
maupun program diperlukan  Monitoring (pengawasan) dan  Evaluasi
(pengendalian). Monitoring (pengawasan dan Evaluasi (pengendalian)
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dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam
pelaksanaan program. Selain itu Monitoring (pengawasan) bermjmn agar

pelaksanaan program tersebut berjalan secara efektif atau sesuai dengan

tujuan program,
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sampai maksimal 48% ses

52 Tahun 2018. BAPENDA juga dalam mengawasi dan mengendalikan
PBR scbagai dasar sumber administrasi misalnya siswa yang masuk sekolah
pasti minta PBB dan pembayaran terakhimya, urus surat keterangan tidak
mampu juga minta PBB dan PBB menjadi salah satu sumber udministrasi
yang diwajibkan dikantor -kantor kelurahan maupun kantor — kantor

adminstrasi lainnya.
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Berdasarkan data sekunder dari Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD PBB) Badan Pendspatan Daerah Kota Makassar mengenai

penerimaan PBB Kota Makassar dapat dikatakan belum cukup efektif
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ketersediaan sistem pengawasan dan pengendalian dalam intensifikasi
pemungutan pajak bumi dan bangunan dikota Makassar cukup bagus
dengan mendadakan Punishment untuk masyarakat yang tidak melakukan
pembayaran pajak berupa denda sebesar 2 % perbulannya dan menjadikan
PBB sebagai sumber administrasi misalnya PBB  schagai sumber
administrasi yang diwajibkan dikantor — kantor kelurahan maupun kantor —




kantor administrasi lainnya seperti PBB sebagai administrasi untuk sekolah
anaknya dan sebagainya.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan
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wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak. tanah
milik wargs yang menjadi sengketa atau tansh milik warga yang masih
dalam proses pembangunan dan juga kenaikan target pembayaran pajak
yang setiap tahunnya meningkat schingga wajib pajak banyak yang tidak
hisa membayarkan pajaknya.




BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasilﬂmeliﬁm ara yang ditunjang oleh data
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menunjukkan bahwa BAPENDA selaku Stakeholder dalam pemngutan
PBB membual stategi keberhasilan stategi pencapaion tujuan dengan
melakukan sosialisasi pajak PBB secara langsung kemasyuarakat
mengenai pentingnya membayar pajaka, melalui sosial media berupa
iklan yang dapat ditemukan oleh masyarakat dijalan — jalan yang ada di
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3. Pemanfastan Sumberdaya dan Sarana Prasarana Secara Tepat dari

kegiatan Inensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan
Pendapatan Daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa BAPENDA
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Judi berdasarkan hasil penelitian dan data sckunder yang ada
menunjukkan bahwa efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan
bangunan di Kota Makassar dapat dikatakan belum cukup efektif. Hal ini
dapat dilihat dari Ketercapaian Tujuan dan Sasaran, Keberhasilan Strategi
Pencapaian, Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana Secara Tepat,

serta Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Yang Baik dan
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hasil penerimaan PBB sclama lima tahun terakhir mengalami penurunan

capaian akan tetapi UPTD PBB Bapenda dalam prosesnya mengalami
beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan
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bumi dan bangunan (PBB) setiap tahunnya.

2. Pemerintah Kota Makassar khususnya Badan Pendapatan Daerah

(BAPENDA) Kola Makassar sebelum menyesuaikan atau menaikkan

tarif pajak dan nilai objek pajak agar melakukan analisis secara

transparan dan mendalam agar seluruh wajib pajak (masyarakat) dapat

membayar pajaknya dengan baik.
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lampiran 1. Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 - 2019

1.2.364 517.214

1.469.900.000

BULUROKENG | 459387 ; 802 ¢ Wﬁﬁm ] tmm..uz

DAYA 1.657.689.314 | 2.985.000.000 | 4.395.342.909
___KATIMBANG KELURAHAN BARU
LAIKANG _ KELURAHAN BARU
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'BONTOALA | 830 | 826962254 | 287.700.000 | 325.567.383 |
BONTOALA
| PARANG 816 | 424.014.837 | 205600000 | 225.224.762
BONTOALA
TUA 580 | 325515742 | 149.500.000 | 164.879.701
BUNGA EJAYA | 765 | 82588836 55.100.000 | 62.849.080
 GADDONG | 445 | 338.530.868 | 792400000 | 893.860.095
LAYANG 789 | 300.888.189 | 102.300000 | 116.210.635
MALIMONGAN
BARU | 1.197 | 121802713 | 276.600.000 | 308.894.325
PARANG
LAYANG 695 | 241986295 | 251200000 | 279.000.694 |
TIMUNGAN |
 LOMPOA | 482 | 313738291 | 174.000.000 | 177.732.437
TOMPO |
BALANG | 772 | 204.782.017 | 232.100.000 | 269.505.369
WAJOBARU | 665 | 175.953.686 | 342700.000 | 341.706.423
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B.145 | 3.456.763.728 | 2.939.400.000 | 3.242.194.958
8.842 | 3.522.378.130
i
PELABUHAN 12 5.301.393.812 | 5.248.300.000 | 4.761.578.745
DAERAH
PELABUHAN
Total 12 4.761.578.745
BARA-BARAYA | 1045 _mmam _ 72700000 | 87.805.966
BARA-BARAYA R e
SELATAN o .mf"é_ 112986120 | 177 600000 | 255.124.683
BARA-BARAYA | 0 T . NN
TIMUR 813 | 404306380 1 71.700.000 | 84.139.427
. 1.008,338.352 | 105100000 | 121.285.201 |
990 | 327.852.677 | 242700000 | 281.152.746
125;?35-.@!5 23? mnun 266.535.906
05409610 | 232200000 | 307.862.457
GG | 244576854 | 136.500.000 | 156.494.930
MARADEKAYA | 503 | 362217.191 | 331600000 ! 362.826.048
MARADEKAYA |- [ "= T |
SELATAN | /419 | 355185472 | 281200000 | 345.004.135
MARADEKAYA | : . _ N W A
| UTARA 887 | 403.189.340 | 307 €0C000 | 356.597.432
| MARICAYA | 1044 | 179474006 | 756100000 | 869.518.855
 MARICAYA ' _ :
BARU 1.102 | 305.584. 788. 819.608.927
Total 11.924 | 5.890.811.060 | 4.710.300.000 | 5.385.176.763
BAJI ' ]
MAPPAKASUNG
GU - 1.603 | 502884640 188 700.000 198.027.095
BONTO
BIRAENG 847 | 245062968 | 170800000 | 318.531.436
BONTO
LEBANG | 673 458.865.133 219.700.000 239.620.851
KARANG '
ANYER 836 | 494897.365 | 136700.000 | 155.624.552
| LABUANGBAJI | 492 | 1.117.398.520 | 169.200.000 | 214.280.266
MAMAJANG
DALAM 627 | 243209.466 | 357.900.000 & 403.052.019 |
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MAMAJANG
LUAR 723 | 240694028 | 972.100.000 | 1.069.779.578
MANDALA 634 | 189874003 | 219400000 | 238.144.477
MARICAYA al
SELATAN 580 | 264764513 | 356300000 | 423.449.720 |
PA'BATANG | 878 | 107.592.404 | 87.100.000 | 95.748.114
PARANG 531 | 258176813 || 179.400.000 | 200.892.902
SAPOEUHG i -.-'-;-'-- 1 '
JAWA 27 : 443.137.705
TAMPARANG
114.350.115

T-. . - _ " =
BONTORANNU | 8 | M_ 173.850.441
KAMPUNG '
BUYANG 893 924,278 | 1u1mm 184.007.815
KUNJUNG - M _
MAE 1255 | 189.678.896 | 1310800000 1.387.444.225
LETTE 1405 | 185934321 | 120800000 | 163.911.423
MARIO 1.288 | 970.226.739 | 525700000 | 599.455.556
MARISO 818 | 1.555.042.092 | 123.100.000 | 165.804.985
MATTOANGIN | 984 | 163.688.111 | 747.100.000 | 479.234.215
PANAMBUNGA
N 802 | 188.613.301 | 581700000 | 472.744.049
TAMARUNANG | 702 | 720.199.238 | 114500000 | 111.631.723
MARISO Total | 8.586 | 5.147.094. 3.847.200.000 | 3.738.184.432
KARANGPUAN
G 2702 | 3.100.252.905 | 2.345.900.000 | 2.186.428.481
KARUWISI | 2889 | 1757040933 | 155300000 | 189.072.124
KARUWISI
UTARA 1510 | 250.753.754 | 1.218.700,000 | 1.762.447.410
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MASALE | 3813 | 2067.661.641 | 5253.900.000 | 5.172.474.425
PAMPANG 3254 | 17350874278 | 728.900.000 | 541.653.130
PANAIKANG | 2187 | 3.351.378.446 | 1.211.000.000 | 1.338.437.471
PANDANG | 4944 | 2045042773 | 2.902.700.000 | 2.998.005.427
PAROPO 4.047 | 7.108.454.202 | 1.363.100.000 | 1.672.627.333
SINRIJALA | 3632 | 3.870.674481. 1516.200000 | 1.637.026.404
TAMAMAUNG | 1.066 155@&,@ ,233.100.000 | 1.556.135.857
TELLO BARU | 675 |. 'L’" 000

1.934.210.789

BULOA 403400000 | 414.213.980
BUNGA EJA i & ={E:
BERU 765 | 240.917.086 | 42300000 49.687.760
KALUKU
BODOA 890 | 140.380.685 | 2.347.000.000 | 2.858.195.794
KALUKUANG | 2118 | 244999311 | 202200000 | 184.049.744
LAKKANG 2692 | 2998.510.390 | 88.200.000 95.648.605
LA'LATANG 892 | 503748676 | 154.900.000 | 172.513.022
LEMBO | 406 | 157.158.423 | 194.900.000 | 217.480.285
PANNAMPU | 1676 | 282573852 | 161.000.000 | 179.976.544
RAPPO JAWA 1.338 61.748.204 88.6800.000 117.869.075
RAPPOKALLIN
G 679 | 185162493 | 178.700.000 | 212.505.899
| SUWANGGA | 1013 | 152415793 | 267.200.000 | 324.464.755 |
TALLO 1455 | 204268187 | 296800000 | 458.638.108
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TAMMUA 1.240 | 356.331.472 | 183.400.000 | 198.965.751
UJUNG
PANDANG BARU | 647 | 301448682 | 256200000 | 282.625.690
WALA-
WALAYA 1073 | 537.972683 | 118.100.000 | 149.729.044
BIRA 10.692 3.659.266.829
BUNTUSU
KAPASA | 2.477.904.692
KAPASA RAYA |
FARANGLOF-_ m‘? 3.98 238.200 000 5.875.269.999
TAMALANREA | 5002 1 | 1.664.303.518 1M351a_
" TAMAUANREA [ | -

. ‘..I 3.!?3 4

JONGAYA : 12¢ 0 )3
MACCINI ! - e
SOMBALA | 6146 | 8.444/886.003 MM

MANGASA | 2978 | 814879715 | 1.123.700.000 153 392.954

MANNURUKI_| 7417 | 1.362.52.808 | 1.352.500.000 | 1.621.945.235
PA'BAENG- .
BAENG | 2498 | 1.091.100127 | 706.300.000 | 978.499.514
PARANG
TAMBUNG 1.332 407.524 BBB B86.600.000 | 1.040.564.094
TANJUNG 12.953.585.89
MERDEKA 1,886 | 1.763.273.448 | 6.336.500.000 0
_ 00.93 | 15.113.100.00 | 24.159.247.15
Total L 0 ]
BARU 664 | 1.520.678.657 | 1.700.200.000 | 1.955.622.412
BULO GADING 481 1.661.942 346 | 1.451.500.000  1.673.492.973
LAE-LAE 801 | 1.045.595.556 | 32.800.000 5.453.346
LAJANGIRU | 1.062 | 1.658.167.695 | 435900000 | 491.599.033
LOSARI 1557 | 2004318270 | 977.500.000 | 1.280.126.517
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MALOKU 417 | 1.482.044.042 | 1.216,100.000 | 1.498.598.396
_ MANGKURA | 383 | 2282843784 | 1.320500.000 | 1.447.864.778
PISANG
SELATAN B38 | 551840192 | 726600000 | 905.696.983
PISANG
UTARA _ 774 | 1.707.684.786 | 1.483700.000 | 1.888.158.296
SAWERI > A G

1.709.136.418

ﬂmsfuu

G
|'-F' i ._- '- L -__-__2
RU._ ' ’ _?j.lf;*lﬂ:juz
TMMLA% “m 575
TDTAKA

‘Iﬂ'.l!ﬁ 208

3.410.626.767

BUTUNG 3135 628.700.000 | 693.196.248
ENDEH 1236 | 975132029 | 1.036.900.000 | 1.095.097.253
MALIMONGAN | 1310 | 739.742.045 | 442600000 | 529.362.768
MALIMONGAN
TUA 824 | 515605260 | 432900.000 | 437.294.015 |
MAMPU 3448 | 1441.332.202 | 535600000 | 579.567.274
MELAYU | 1030 | 847.679.049 | 725500000 | 771.348.552
MELAYUBARU | 656 | 646.017.551 | 737.500.000 | 818.252.315
PATTUNUANG | 886 | 527.653.737 | 2.940600.000 | 3.126.509.565
) Total | 12.525 | 9.103.789.540 | 7.480.300.000 | 8.050.627.990
mms S e . e
i 'KECAMATAN BARU 2017
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BARRANG

LOMPO - KECAMATAN BARU 2017
KDDIEGAREN SAAN =
SANGKARRANG

Total : g § . -

e A

B]R!NGKANHYA. 62 354 19-4”&% T‘Lﬁﬂf;ﬂﬂm 15.47 1;:'?1 74

BONTOALA | 8148 | 3456.763.728 | 2.938.400.000 | 3.242.194.958
MAKASSAR | 11,024 | 5.890.611.660 | 4 710.300.000.| 5 385.176.763 |
MAMAJANG | 8318 '« 588,031,365 | 3.560 800 000 | 4.114.638.830 |
MANGGALA | 41539 | 7.408 108,361 ' 4 441,400,000 | 4.206.435.440

MARISO $886 18 141, mm | 8.547 200000 | 3738.184.432 |

RAPPOCINI = | 32 953 15.2895?1.09 11mmm ﬁss?mﬁ'

0

, TALLO 19443 | 6.662.877 658 unnmnm 5.91555-(&55
| TAMALANREA | 33980 | 2% ﬁiﬁam 15;oeauomm wmr.aar 15

TAMALATE - | 33080 2214&.50&93 151131&5& 241% 47 15

CUJUNG T 50y 1aﬁsma1 maumw 1:355?4915'

PANDANG 1+ "™ g 3
UJUNG TANAH | 7.799 | 1.1'1@94.32‘1‘ 921 1mnm }11035.128.957
. WAJO 152! 103 783, rmam  8.050.627.990
SANGKARRANG [

DAERAH

PELABUHAN

GRAND Total

BAKUNG KELURAHAN BARU

BERLA KELURAHAN BARU
BULUROKENG 3a79 j 4.686.002.147 1.311.000.000 1.462.463.342
DAYA 6520 | 1.694.657.380 | 4.143.750.000 | 4.395349.909
 KATIMBANG | ~ KELURAHAN BARU —
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LAIKANG KELURAHAN BARU
PACCERAKKAN
G 11,392 | 3.251.154.452 | 2.729375.000 | 2.815.816.590
PAL 18556 | 3.553.020674 | 3.080.375.000 | 3.175.084.970
SUDIANG 6391 | 4039734441 | 2309.500.000 | 1.858.263.429
SUDIANG RAYA | 16480 | 2347005429 | 1.837.375.000 | 1.547.230.051
UNTIA 421 216 199.420.000 216.863.455
YA o < [=aC =S
el : i
BARAYA §1.496.125
BONTOAI 934
m L
| &)
P
LA 2
TIM
LOMP . 088
TO
BALA . 2.343
WAJO B 7.439
L] / . hy
DAERAH
PELABUHAN | 089.( .396.669.426
: | ‘m ‘ ! r-ll , s =
BARA-BARAYA | 1.054 912.566.994 96.125.000 97.613.488
BARA-BARAYA
SELATAN 814 113.804.267 265350000 288.284.171
BARA-BARAYA _
TIMUR £20 404,411,006 96.655.000 103,383,955
BARA-BARAYA
UTARA 1.149 | 1.003.067356 | 131.069.000 136.178.141
BARANA 997 132.600.892 397.397.000 418,865,650
LARIANG _
BANGI 1027 | 990838194 | 1.025.269.000 | 1.052.278.714
MACCINI 660 132335618 297.250.000 327.875.947
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MACCINI
GUSUNG 814 101.194976 | 292028000 | 316387817
MACCINI
PARANG 804 308.230.384 162.330.000 168,441,096

MARADEKAYA | 510 368.955.108 | 406.340.000 | 435.545.955

MARADEKAYA
SELATAN 421 354344008, | 364965000 | 384.232.070

MARADEKAYA > /N
LUTARA 06 013.105 350.736.000 | 359.378.808
MARICAYA 46 965.000 970.184.446

MARICAYA
BARL

r.rr?m'n.—l::u.—f‘f-pr'—c' .

.1

MARICAYA
SELATAN

PA'BATANC

PARANG

SAMBUNG
JAWA

fﬂ-'
248979.736

277,371,555

ﬁlmt "':\ 'L'r?
. 5.967.9 5

890.317.730

TAMPARANG

0125482 L

ANTANG 9.161 | 2447.063.678 | 1.749.625.000 | 1136111112
BANGKALA 5.302 925 980,199 £22.000.000 798.594.211
BATUA £305 | 1.079.941.008 | 716.500.000 654,083,247
BIRING
ROMANG KELURAHAN BARU
BITOA KELURAHAN BARU
BORONG 6.664 898,717,756 £22.750.000 §49.134.731
MANGGALA 5040 | 1.030.000.050 | 8§15.125.000 732.102.858
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TAMANGAPA | 8542 | 1231374180 | 663.750.000 | 577.751.704
BONTORANNU | 853 | 259467.324 | 277625000 | 316.397.765
KAMPUNG |
BUYANG 696 | 1.058.81 174.680.000 | 184.593.977
KUNJUNG MAE | 1285 | 189 1.466.880.000 | 1.588.380.975
LETTE 1411 960.000 | 159.048.829
MARIO 1.2 716,392,968
MARISO 207.893.788
MATTOANGI 7.514.925 |
PANAMB
N 5.622 |
TAM
KA :
K s
U 0 1
1.4 7
PA I
PANAL 730 |
PAND » n7 |
PARO > 834 |
SINRIJ 289
TAMAMA 1.221.137
TELLO BAR 499.380.202
ATARRESIA =
BALLA PARANG | 1489 | 389.366.881 | 906375000 | 914.683.178
BANTA-
BANTAENG 9025 | 5895024436 | 1.314.625.000 | 1.330.208.522
BONTOMAKKIO | 2722 | 2585960347 | 363.753.000 | 366.631.934
BUAKANA 2178 | 980606577 | 1548625000 @ 1.611.530.530
GUNUNG SARI | 2565 | 1.822.469.192 | 4.966.625.000 | 5.073.24807M
KARUNRUNG | 3676 | 1475633003 | 817625000 | 795.643.187
KASSI-KASSI | 1.044 | 385640293 | 1.074.875.000 | 1.034.632.287
MAPPALA 3602 | 1.159.849.490 | 336.375.000 | 317.524.229
MINASA UPA KELURAHAN BARU
RAPPOCINI 2104 | 369004904 | 374500000 | 397.605.284
TIDUNG 2187 | 1249201510 | 2.224.000.000 | 2.241.790.230




i 378,000 | 14.083,497.452 |

BULOA 2569 | 206429808 | 529250.000 | 613.148.229
BUNGA EJA

BERL 770 | 241747347 | 59.000.000 65.369.050
KALUKU

BODOA $94 2091201000 | 3.031.131.517
KALUKUANG | 2.151 227.353.210
LAKKANG 104.326.874
LATATANG 195,050,699

PARANG

TAMALANRE

INDAH

.......

228.227.171
00,376,937

TAMALANG - .
; 8.568.614.125
BALANG BARU | 7311 | 1872999292 | 713.000.000 674.788.100
BAROMBONG | 3.753 | 4286210538 | 1.204.888.000 | 1.413.306.120
BONTO DURI KELURAHAN BARU
BUNGAYA 1.797 | 486.054.155 342.000.000 362.163.504
JONGAY A 4982 | 1.759.018575 | 315.500.000 354,986,569
MACCINI
SOMBALA 6001 | 9.664.772.256 | 2.792.928.000 | 3.431.014.876
MANGASA 3.023 | 827764487 | 1.404.625.000 | 1.328.392.954
MANNURUKI 7480 | 1383754338 | 1.661.600.000 & 1.621.945235
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PA'BAENG-
BAENG 2460 | 1059111019 | 925375000 978.499.514
TAMBUNG 1.381 427.218.967 1.108.250.000 | 1.040.564.094
TANJUNG
MERDEKA 1.887 | 1.754.766. 9.767.150.000 | 12.953.585.890
BARL 667 000 | 1.932.120.105
BULO GADING 1.685,990.590
LAE-LAE 10.875.276
LAJANGIR 3 119.492 |
LOSA 7
28
PIS
G e
BAR o
CAD 3
BAR %
LOM 025
CAMBA B 15.728
CAMBAY d 764,255
GUSUNG 197.268
KODINGAREN 14.013.963
PATTINGALLO
NG 787 40,141,678 43.380.000 44.7121.742
PATTINGALLOA _ _
NG BARL | 027 54.210.678 26668000 26.895,298
TABARINGAN 559 48 854,595 174 863000 179.364.390
TAMALABBA 559 137.188.183 47.776.000 48.132.305
TOTAKA 414 28.004.471 124.960.000 129.032.931
UJUNG TANAH | 580 66.612.496 371.147.000 | 377.876.044
H | | (RS
BUTUNG 3.133 | 3.291.583.961 712.857.000 730.982.062
ENDEH 1.234 | 962.459.330 1.301.271.000 | 1.312.254.724
MALIMONGAN | 1311 739.692.830 512.490.000 535.835.331
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MALIMONGAN
TUA | 822 514467315 4R4.848.000 476,949,714
~ MAMPU 3408 | 1.377.502.562 | 3599516000 | 610.263371
_ME.LAY L ! __I_._IE‘_’ B30,784 438 ﬂﬂl.EEif:(HJu 849.144.369

MELAYU BARU | 656 | 630.816615 | $21.960.000 | 834.794.620
PATTUNUANG | 887 | 526.079, 3232532000 | 3.315.824.655
~WAJO T 12.483 933 _8.567.349.000 | 8.666.048.846
BARRANG

CADDI
~ BARRANG
| ____LOMPO _ :
KODINGA
b o
. | Ao ._' ||_ [

BIRINGRANAYA | 63,739 | 19.885, I9m¢mo lstsmmm :14'#1.11111#
BONTOALA | 8¥93 | 3523802081 | 3.376.502,000 | 3.489.487 236
MAKASSAR . | 121030 | 5912892300 | 5759793000 | 5.948.967.988
Mamm 9368 | 4.620.951.820. | 4245205000 | 1887692364

T MANGG. [ 43708 | 7.613.007071 | 5589750000 | 4 747.777.863
MARISO | %610 | 5242141872 | 4684.914.000 | 5600 474.04]

PANAKKUKANG .| 37080 | 28297414728 | 24.397,600.000 | 20156415442
RAPPOCINI [ 33497 | 16.312.756.633 | 13.997.374.000 | +4.083.497.452

TALLGA wm’ 6719 7R4.080 | 6519658000 1. 6386795573

TAMALANREA | 34071 | 20.959983.309 | 1891625000 | 18956840986
TAMALATE | 41065, 33521670221 | 20.335,7161000 | 24.159.247.156

UJUNG PANDANG | 7338 {3 709036368 | 12 052,336,000 | 13.173.892.987
UJUNG TANAH | 7.800 | 1097064212 mmﬁm 1.072.744.736

WAJO : 8.893386,716 | B:567.349.000 | 8.666.048 846

SANGKARRANG 2017
DAERAH A
PELABUHAN 12 4434814937 4. 356.089.000 4.39&.6&'}.4*1

175.247.232.98 | 150.000.000.00 | 154.177.623.84

GRAND Total | 333.398 8 0 2

2017

BAKLING

KELURAHAN BARU

BERUA |

KELURAHAN BARU
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BULUROKENG | 6.757 2.593.900.518 1495.641.000 | 1.941.168.313
DAYA 4357 1.839.673.189 3.913.263.000 | 4.452.510.020
KATIMBANG KELURAHAN BARU
LAIKANG KELURAHAN BARU
PACCERAKKA
NG 19.176 3.593.910. 2770277000 | 2.125.220.731
PAI 6.540 4,188, 3.134.545.000 | 2.772.076.921
SUDIANG 11.675 3 799000 1.59%.198.713
SUMANG
RAYA 16.7 1.617.332.111
UNTIA 380.731.451
1) A
b 4 ¥ )
BA
P
BUNG "
GAD
LAY
MALIMO ~ -
BARLU 756
PARA %
LAYANG 737
TIMUNGA ~
LOMPOA 394,532
TOMPO A/
BALANG 06.626.422
WAIO BARU o mmm .
DAERAH .
PELABUHAN 12 4.434.814.937 4.356.089.000 | 4.417.009.750
Il T | _l'__i'_i—__i
1 q | _ l - _||
i bl = : - _I ¥ o 1
BARA-
BARAYA 817 114.130.369 84,999 000 90.491.035
BARA-
BARAYA
SELATAN 814 312.060.826 271.359.000 289.852.948
BARA- 820 101.853.934 97.119.000 103.380.225
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'ﬁmww 0
-‘“‘--u---ﬂw" J 415,915,971

BARAYA TIMUR
BARA-

BARAYA UTARA 663 132.476.853 121.796.000 122.805.723
BARANA |.002 407.104.715 388,776,000 408.961 386
LARIANG _ _ -
BANGI IS8 | 1.011.456.609 | 1.041.264.000 | 1.051,777.490
MACCINI 1.003 332.802:894 302948000 JI15.872.390
MACCINI

GUSUNG \ 311,000 | 308.835.320
MACCINI
PARANG 190.012.147
MARADEKAYA 417.160.584
MARADEKAY
SELATAN

MAMAJANG
LUAR 498 1.124.420.595 1.099.64 1.000 720.891.738
MANDALA 540 260.708.427 252.739.000 158.275.788
MARICAYA
SELATAN 847 506.262.141 470.110.000 475.218.094
PA'BATANG 878 107.549.314 104.855.000 108.758.831
PARANG 851 245.801.724 232.135.000 232320272
SAMBUNG
JAWA 1616 505.549.720 423.941.000 423.998.508
TAMPARANG
249.185.913 214.513.000

of e n ka2
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ik i i e i

LIJUNG

BONTO
MAKKID 1048 386.826.673 377.502.000 363.777.062
BUAKANA 2,608 1.915.558.173 1.581.218.000 | 1.617.984.454
GUNUNG SARI | 10006 | 6018.825470 | S5.050.583.000 | 5.427.845.914
KARUNRUNG | 3.680 1.234.104.410 848.531.000 959,050,118
KASSI-KASS! | 4.230 1.270,086.830 1115505000 | 826.568.587
MAPPALA 2.108 369.1 1947 349.089.000 332,851,169
MINASA UPA <1
RAPPOCINI 1.506 341.879.809
TIDUNG

ol

"....“ - - -
.."N_T f""*‘ " ' l...

PANDANG BARU | 6 | 226.841.951
WALA- | '
WALAYA 036 155.263.397 139.753.000 | 149.344.374
— : : 1
BIRA 1148 | 5615444864 | 3.783.170.000 | 3.566.174.123
BUNTUSU KELURAHAN BARU
KAPASA 5493 | 3.506.114.879 | 2564533000 | 2.487.768.909
KAPASA RAYA KELURAHAN BARU
PARANG LOE | 2877 | 8747.300,020 | 7.043.029.000 | 7.113.266.420
TAMALANREA | 10950 | 2733502017 | 2.202471.000 | 1.854.310.036
TAMALANREA
INDAH 5622 | 2521.528881 | 1.762.703.000 | 1.471.250.292
TAMALANREA
JAYA 6668 | 2533.120351 | 2223486000 | 1.878.657.228
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3 ‘ . T ot 1L,
BALANG BARU | 3.057 R47.788.351 760.951.000 729,787,859
BAROMBONG | 8105 1.761.583.256 1.257.865.000 | 1.089.780.471
BONTO DURI BARU
BUNGAY A 1,388 428.0/ 359,51 1.000 320.574.318
JONGAYA 1.811 125,000 347.752.634
MACCINI
SOMBALA 3.87 3.143.122.720
MANGASA 1.290.757.728
MANNURLKI 199,881
PABAE
BAEN
P W
M
b
B 45
BULOG
LAE- - X 70
LAJANG 8. 79
LOS 4 561
MALOKL 44
MANGKURA 1.258.067
PISANG Ly
SELATAN 7.882.753
PISANG
UTARA 1.073 659 £.000 S88.329.524
SAWERI
GADING 160 2.120.501.636 2.069.655.000 | 1.940.241.904
BARRANG
CADID
BARRANG
LOMPO
CAMBA
BERUA 560 67.084.292 65.590.000 £1.090.937
CAMBAYA |.034 54.801.586 52.744.000 53.684.935
GUSUNG S86 99.119.220 90.989.000 97.890.104
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KODINGAREN
L 1f]

PATTINGALLD
ANG 794 40.373.768 39.826.000 41.270,142

PATTINGALLO
ANG BARU 416 28.235.467 27.672.000 28.881.115
TABARINGAN | 818 180.225.200 % | 176.280.000 178.879.738
TAMALABBA 560 48.974.578 | _48.021.000 47,685.369
7 : 132,495,400
379.917.257

15.187.238.26

BIRINGKANAYA | 65701 | 21.142.540.822 | 15.515.932.000 -
BONTOALA $029 | 3542690456 | 3445491000 | 3.885.184.705
MAKASSAR | 12099 | $.956.730.920 | 5.704.600.000 | 5.887.230.644
MAMAJIANG | 9416 | 4.654913.582 | 4331.467.000 | 3.812.363.144
MANGGALA | 44560 | 7.879.520483 | 5.779.604,000 | 4.779.288.889

MARISO 8677 | 5547352447 | 4670007000 | 4.528.388369
2 :

PANAKKUKANG | 31877 | 29.040.176943 | 24.878.758.000 “*4“365“7'“

RAPPOCING | 33853 | 16.875.033.413 | 14.313.725.000 "‘*mj 6406
TALLO 19962 | 6691871983 | 6303428000 | 6.727402.614
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18371.427.00

TAMALANREA 15.758 25.657.020.012 19.379.392.000 8
TAMALATE 42426 | 22398591427 | 18.152.124.000 '7“‘"’“&"”'3"
UIUNG 12.930.106.13
PANDANG TJ?: 13.656.645.397 13,182 364,000 |
LJUNG TANAH 5._55ﬁ 1.046. 104, b ].ﬂ'ﬂ?ﬂﬂ.ﬂﬂﬂ 1.041.794 897
WAJO 12506 | 8910 8719954000 | 8.618.141.259
SANGKARRANG | 2378 T $7.828.000 58.853.526
DAERAH =
PELABUHAN 4,4|T.m.?5|.]
— p— — o R p— — — p— .n
: ,i\ ;

PACCEMKW
G =
PAl R ER
SUDIANG 000 | 1154 63?_1(.‘!?
SUDIANG RAYA | | 799.366.602
UNTIA | 435 | 361687351
BARAYA 774 £3.239.949 80,150,000 77.730.796
BONTOALA 450 336.765.342 330.735.000 324.818.990
BONTOALA
PARANG 701 243.897.564 237.145.000 242,079,774
BONTOALA
___TUA 671 | 177.244.639 173.315.000 | 176.388.668 |
BUNGA EJAYA | 709 66.488.544 64.830.000 65.405.622
GADDONG 950 940.233.060 930.000.000 034.400.452
LAYANG 1.204 121.859.496 1 10.820.000 113.809.923
MALIMONGAN
BARL 591 321.222.005 315.000.000 301.542.355 |
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PARANG

LAY ANG 795 J0R.543.381 269.960.000 JR7.700).935

TIMUNGAN

LOMPOA 780 206.149.166 203.000.000 187.421.565

TOMPO
BALANG 487 308.537.850 300,000,000 277.465.249
WAJO BARL R4 424,980, 406.985.000 3095.034.760
bl T 1
DAERAH
PELABUHAN 4.397.090.507
a1
I ’ ' b,
.
BA
BA p

S
BARA
BARA-

m.‘ -

BA

LARIA

BANGI 3 3.565
MACC 3 3332
MACCT .

GLSUNG I

MACCINI :

PARANG 1235.985 |
MARADEKAYA 2.183.973
MARADEKAYA

SELATAN 429 8 353.329.343
MARADEKAYA |

UTARA 512 369,370,130 369.362.000 I68.487 351

MARICAYA | 1,068 |  925.030.920 811.425.000 | 887.706.064

MARICAYA

BARL 999.534.062 023.246.356
BAIl
MAPPAKASUNGG
) 727 2139.330.246 235.000.000 188, 100.463
BONTO
BIRAENG 636 289420456 228.385.000 214.360.261
BONTO
LEBANG 611 285.206.777 279.545.000 291.264.335




KARANG
ANYER 638 196.407.518 133.835.000 165.364.204
LABUANG BAJI | 273 202.164.853 198.420.000 226,851.584
MAMAJANG
DALAM 700 479.979.483 456.990.000 350,429 681
MAMAJANG
LUAR 502 1.128.93 1. 104.055.000 727.866.805
MANDALA 540 260 230.740.000 247.651.026
MARICAYA
SELATAN 847 000 487.708.349
PA'BATANG ] 99,832,944
PARANG 214.418.204
SAMBUNG
JAWA 7608 |
TAMP / e
A
5]
“ —
B
RO 3|
31 347 |
BORO ) 0.741 |
MANGG 2.240 |
TAMANG 7.074
BONTORANN 27.852 558
KAMPLUNG
BUYANG 345.329.815
KUNJUNG MAE | 828 1.638.481 464 1.496.385.000 | 1.562.993 688
LETTE 1.434 188.500.510 129.820.000 165.852.759
MARIO 705 715.896.996 682.145,000 589,529.412
MARISO 1,258 189.677.790 151.530.000 168.609.967
MATTOANGIN | 698 1.404.684,606 1.126.045.000 | 932.335.754
PANAMBUNGA
N 1.315 1.081.218.344 758.465.000 937.175.746
m-l Eﬁ? nss 118.160.000 m 026759
KARANGPUAN
G 23258 | 2.873.045.353 2.443.670,000 | 2.133.963323
KARUWISI 1.522 228.549.413 218,955.000 191.330 882
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KARUWISI
UTARA LI | 187450773 1.559.565.000 | 1.609.290.216
MASALE 4086 | 7123127893 | 6.809.920.000 | 6.435.451.613
PAMPANG 3396 | 1232200957 946.765.000 | 596.631.510
PANAIKANG | 3.253 | 1.667.110.71] 1.528.185.000 | 1.343.447.380
PANDANG 3.716 | 4.228237.06 3.947.620.000 | 3.971.475.842
PAROPO 3.886 | 2183414067 ol 1.767.385.000 | 1.926.951 855
SINRUALA 719 | 2.195030.390 2.109.665.513
TAMAMAUNG 1.627.934.206

BULOA

Ilﬂ".".' e | AN

[ 2381133680

506800000 | 483020065

5.194.465

BUNGA EJA =
BERU 1.352 63.050.006 §7.240.000 59.703.570
KALUKU
BODOA 2.890 3.008,134.098 2.921.895.000 | 2.857.958.107
KALUKUANG 772 242.259.389 195.695.000 246.055.940
LAKKANG 410 154.862.606 90.360.000 103.592.147
LA'LATANG 686 184.977.042 [64.085.000 173.873.471
LEMBO 1.703 244.698.476 195.975.000 220.798.364
PANNAMPLU 2.583 202.612.601 1 86.790.000 201.951.49]
RAPPO JAWA 9035 144517118 101.885.000 124 328.703
PPOKALLIN
G 2219 259.624.647 231.755.000 215076914
SUWANGGA 1.260 359.068.165 356,180,000 405.964.830
TALLO 022 410.159.892 356.220.000 409,235 697
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TAMMUA 1.501 220.160.377 212.280.000 193.356.48 |
LJUNG
PANDANG BARU | 654 307.609.260 312.150.000 357.820.116
WALA-
WALAYA 1.036 155.200.100 1 39.695 000 134.424 268
BIRA 4.243 6.3 78.510.000 | 4.639.647.089
BUNTUSU 6.386 1).000 569.946.074
KAPASA 286 | 986.914.743
KAPASA RAYA : | 448.839.030
PARANG LOE 355.590 |
TAMALAN 476,674 |
TAMAL b '
IN
TA
BALA o _
BARO 21
: 5
BUNGA 509
JONGA 38
MACCI s .
SOMBALA 70.527
MANGASA 11.326
MANNURU 7 27.464.355
PA'BAENG- :
BAENG 863904 |
PARANG
TAMBLUNG 4,481 814.963395 50.810.000 620.299.118
TANJUNG _ _
MERDEKA 8.755.882.779 7.923.240.000 w-* _ _

_ﬂ’hw

BARU 1.559 2.065.381 864 1.950.025.000 | 1.874.898.131
BULO GADING 794 1.649.635,380 1586015000 | 1.748.073227
LAE-LAE i 40.543.506 34.040.000 11.849 445
LAJANGIRL B4 557.548.457 540.380.000 485.777910
LOSARI 415 1.443.94].644 1.514.645.000 | 1.434.397.010
MALOKU 671 1.545.785.663 1.526.220.000 | 1.369.237.551
MANGKURA A6S 1.627.334.151 1.636.540.000 | 1.457.623.247




PISANG
SELATAN 805 | 065.046.246 053125000 912,698,860
PISANG UTARA | 1.072 | 1.656.657.671 1.524.690.000 | 1.626.484.966
SAWERI
GADING 360 2.120.501.636 1.969.655.000 | 2.062.606.219
BARRANG | D L
CADDI - :
BARRANG | )
LOMPO >
CAMBA BERU. 294,297
CAMBAY 272
GUS 9
KO
PA .
PATT
ANG L.
TABAF
TAMA
TOT .
UIUNG T 186 |
[ ik . U i ..- |l
A
BUTUNG 25,501 |
ENDEH \ 024569 |
MALIMONGAN 3,741,876
MALIMONGAN
TUA 76.117.023
MAMPU 759 609 893 900,000 602.859.257
MELAYU 1.239 965.998 043 895 965.000 768.257.417
MELAYU BARU | 1.034 £36.554.481 827.460.000 797.837.604
PATTUNUANG | 3.141 | 3.309.742.612 3.201.575.000 | 3.133.180.788
BARRANG
CADDI 762 8.908.175 8.710.000 8.829.815
BARRANG
LOMPO %07 35.193.867 34.930.000 15.193 867
KODINGARENG | 17.590.757 14.175.000 14.511.066




‘ BIRINGKANAYA

h.
67200 | 20787723305 | 17111910000 | 652474824
BONTOALA £036 | 3539061071 | 3421940000 | 3,383.799.089
MAKASSAR | 12116 | 5939791633 | 5.652.392.000 | 5.729.849.256
MAMAJANG | 9486 | 47048532 4377.150000 | 4.138.455.640
MANGGALA | 45.412 | 7.939.) 6.335.200,000 | 4.977.946.607
MARISO 8701 | 6. 6120000 | 5.166.706.458
PANAKKUKANG | 32.008 000 | 2381 1-533 e
ARG . : 14.zwi-m.5?
TALLO 369,164
TAMALA SANGES 80.26
®
T
UIUNG
UIUNG
W 5
SANGKA z ]
DAE
PELABU 07
ELABUY I
|
-~ |
' ) N :___
BAKIING 4.479 TR9.330.3K85 R47.872.320 415.743.002
BERUA 7010 | 2378530.18% | 2446583470 | 1572904317
BULUROKENG | 6923 | 2303212487 | 2323.137.715 | 1.721.708.589
DAYA 2513 | 5056652511 | S.006.615.664 | 4.461952.054
KATIMBANG | 6.098 | 742441114 249269579 | 447.664.859
LAIKANG 9891 | 1.110.892.880 | 1.108.402.798 | 847.707.055
PACCERAKKAN
G 6616 | 826923790 §32.136.052 | 366.502.861
PAI 6736 | 4823150431 | 4.865.695.683 | 3.922579.586
SUDIANG 2571 | 2.754253.873 | 2771156628 | 1.764.503212
SUDIANG RAYA | 7032 | 1423760207 | 1438999404 | 795.731.515
451 332.909.790 310357256 | 257.030.008

1]
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BARA-BARAYA'

‘ L | (1= ey P i
BARAYA 774 101,198,108 102,115,969 98208614
BONTOALA 450 384.233.148 3I88.075.479 368.041.340
BONTODALA
PARANCG 701 284 38680 2R7 448.504 266216200
BONTOALA
TUA 679 1 4?5 114 180.117.140
BUNGA EJAY A 712 T4.431 870
GADDONG 1.096.847 687
LAY ANG . 126.556.616
MALIMONGAN |

AN

- & et

_'fth E
'._" —

I | Y
BARA-BARAYA |7 = : .
TIMUR §44 | 106244.723 107.866.994 | 105,037,632
BARA-BARAYA
UTARA 663 162.791.683 166.039.270 143.955 983
BARANA | 1008 | 518642763 | 527.080.260 | 477.603.578
LARIANG _
BANGI 1.162 1.167.006.865 1.181.631.214 | 1.087.928.877
MACCINI LO1& 436411713 445.129.463 376.836.065
MACCINI |
GUSUNG 1123 | 363882390 | 367.511.621 | 334062402
MACCINI
PARANG 1.057 214.225.119 218.730.562 202.290.414
MARADEKAYA | 620 517.727.188 525.601.026 477.041.259
MARADEKAYA _
SELATAN 420 | 495061765 | 512663980 | 475602016
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MARADEKAYA
UTARA 515 456.545.427 461.764.205 424.747.987
MARICAYA | 085 167371364 1.185.062.456 | 1.085.417.682
MARICAYA

BARU

BAN
MAPPAKASUNGG
U

BONTO

2.275.031.658 | 2312149, 1.125.690423
; 914 585,166 938.701.027 491.748.128
BATUA 6,902 992.929.323 1.025.421,388 SR 080505
BIRING
ROMANG 3.874 542.697.472 341.017.291 403.594.173
BITOA 1.215 668.770.633 675346564 182.879.588
BORONG 5.460 1.168.081 218 1.175.097.615 877.799.724
MANGGALA R.789 1.131.985.246 1.145.906308 653.434.718
TAMANGAPA | 6.395 1.034.015.894 1.056,984.233 575496667
BONTORANNU 864 509.276.999 512.281.461 476.847.715
KAMPUNG
BUYANG 610 430.151.705 434,339 055 396.843.377
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KUNJUNG MAE | 835 1.695.719.587 1.716.773.821 | 1.563.443.702
LETTE 444 193 816.265 197.773.507 174.593,040
MARIO 710 BI3606916 BI6.564 530 GG 491 980

MARISO 1.265 210.327.785 212.422.435 173,727.203
MATTOANGIN 721 1.802.636.960 | 826.059.606 | |.369.466.389
PANAMBUNGA

N 1.330 1.328.14 1.203.640.707 783.491 806
TAMARUNANG | 1003 | 20 293913 188.751.857
KARANGPUAN
(i (1.666.980
KARUWIS 53,487
KAR A\ -
UT & 5
P 5
P
PA
P
SIN 0 9
TAMA
TELLO 3 020
N - i 2
= & o il
‘r
BALLA
PARANG 635253

BANTA- ]

BANTAENG 3042957

BONTO

MAKKIO 316.390.557
BUAKANA 2626 | 2231.891.534 2.241.054.282 | 1.637.305.260
GUNLUNG SAR] | 4068 | 5439265667 5.491.961.837 | 4.227.450.084
KARUNRUNG | 3837 | 1427.347.616 1446217927 | 938.219.010
KASSI-KASS] | 4.365 1.497.561.101 1.534.843.708 | 1.066,926.071
MAPPALA 2113 392082 959 196.468.002 364.810.797
MINASA LIPA 6,152 1.903.486.455 1.970.593 255 1.158.068.243
RAPPOCINI 1.538 518.803.769 527.133.220 425.918.524

3.243.945.717 |

3.795 8635787

el

BULOA

2535351 594

699 658 515

2A477.284.571

BUNGA EJA

67.661.082

68.300.480

66.714.116




|  TAMBUNG

T &NJIING

BULO GADING
LAE-LAE 373
LAJANGIRU i

LE.’ISARI

KODINGARENG' |

10. 5&6 393. 'JT'IJ

7.707.140.060

R it
s =

' IW'

2.008.096.575

1.814.153.980

8511723

PATTINGALLO
ANG
PATTINGALLO '
ANG BARU 418 29.168.381 29.437.556 20.730.725
TABARINGAN | 819 200.236.984 202.282 986 179.121 816
TAMALABBA | 360 50.068.915 50.680.670 46,923,073
TOTAKA 562 155.176.134 156.890.710 155.295.425
UJUNG TANAIL 106.447.378 412875273 | 414.655.865
BUTUNG 1313 | 872.738.299 881.631.642 | 800.566.987
ENDEH 2839 | 1.627.590.637 1.641.803.522 | 1.375.368.266
MALIMONGAN 888 625.491.200 634.852.812 622.379.430
MALIMONGAN _ .
TUA 832 592.359.040 SOT998868 | S517.677472
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MAMPU 662 750.798.595 760947618 | 686.674.576
MELAYL 1240 | 1118182848 | 1129299798 | 939985819
MELAYU BARU | 1037 | 1021783290 | 1035977832 | 937.412.608
PATTUNUANG | 3.158 3.396.242.154 1588.770.359 | 3.211.416.947
| 11.96 ! i A
BARRANG
CADDI 763 83.319 8527511
BARRANG
LOMPO 808 23,106,854
KODINGARENG 14.630.315
‘.
™ . ¥
BI
BON
MAK
MAM
MANG 6
MA 8
62
PANAKK 2
RAPPOC 5 40.78
TALLO 15 593
Y :ru.a:r
TAMALATE ; ‘;W‘-T“
UJUNG PANDANG "5“;35“"“
UJUNG TANAH | 5565 | 1.107.545986 | 1.121.686.878 | 1.073.341.037
WAJO 11.969 | 10.005.186.063 | 10.271.282.451 | 9.091.482.105
SANGKARRANG | 2372 | 47328916 47,800,720 46,264 680
DAERAH 12 | 4253641113 | 4920467813 | 4.212.064.282
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|. Kepala Tata Usaha UPTD PBB BAPENDA Kota Makassar
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3. Stal Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Waijib Pajok (Masvarzkat)

{ Nurliah )

5. Kantor Badan pendapatan Daerah Kota Makassur
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Lampiran 3. Surat lzin Penelitian
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Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
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